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ORINEWS.id – Keputusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi  Jakarta  yang  memvonis  ringan  Harvey  Moeis  dalam
perkara  korupsi  timah  memancing  polemik,  termasuk  dari
budayawan Sujiwo Tejo.

Suami artis Sandra Dewi itu cuma dihukum 6 tahun dan 6 bulan
penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

“Korupsi  300  triliun  cuma  dihukum  6,5  tahun  penjara,  dan
bangsamu  bingung?”  tulis  Sujiwo  Tejo  melalui  postingan  di
Instagram @president_jancukers yang dikutip Jumat 27 Desember
2024.

Menurut Sujiwo Tejo, hukuman untuk Harvey Moeis sudah adil.
Harvey disebut hanya menerima 12 persen dari hukuman yang
seharusnya, yaitu 50 tahunan penjara.

“Hukumannya sudah adil: 54,17 tahun penjara tapi cuma diambil
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12 persennya karena konsisten dengan PPN. Jadilah 6,5 tahun
penjara (6,5 sama dengan 54,17 kali 12 persen… IQ?),” kata
Sujiwo Tejo.

Selain itu, Sujiwo Tejo juga menyindir kondisi bangsa yang
terus dibebani pajak oleh negara, sementara aset-aset para
koruptor justru tidak dirampas.

“Marilah kita terus tumbuh jadi bangsa yang konsisten memajaki
rakyat  ketimbang  merampas  harta  koruptor.  Konsistensi  itu
adiluhung, sangat luhur,” pungkas Sujiwo Tejo.

Majelis Hakim menilai bahwa Harvey Moeis terbukti melakukan
perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  keuangan  negara
sebagaimana dakwaan kesatu primair terkait Pasal 2 Ayat (1)
juncto  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Harvey juga terbukti melakukan tindak pidana pidana pencucian
uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.


